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ABSTRAK

Dewnsa ini dalam perkembangan plobal menuntut negara-negara bisa melakukan
hubuengan satu sama lain baik dalam hal ekonomi maupun hubungan diplomatik antar
negara dengan cepat, Penerbangan salzh satu pilihan vang efisien dalam hal kecepatan
melakukan hubunpan bilateral mavpun multilateral antar MNegara. Sclain dan it
penerbangan sebagal salah satw modal ransportasi vang tidak dapat dipisahkan dan
transportasi lain vang ditata dalam sistem transportasi nasional, vang dinamis dan mampu
mengadaptasi kemajuan dimasa depan, mempunyai karakteristik vang mampu mencapat
tujuan dalam waktu cepat, berteknologi tinggi dan memerlukan tingkat keselamatan
tinggi, perlu lebih dikembangkan potensinya dan ditingkatkan peranannya sebagal
penghubung wilayah baik nasional maopun internasienal, sebagai penunjang, pendoreng,
dan penggerak pembangunan nasional demi peningkatan kesejabteraan rakyat. Oleh
kerena ilu ada beberapa pemasalaban vang diangkat oleh penulis, vatu Bagimana tata
cara pemberian izin penerbangan internasional ditingau dari Convention on International
Cretd Aviation 1944 dan Apa saja kendala pemberian izin penerbangan internasional di
Indonesia,untuk mempereleh data-data vang menunjang tulisan ini penulis menggunakan
tipolagi penelitian normative untuk mengetahui lebih banyak dan lebih jelas konsep
teorifis dari objek yang diteliti yang dianalisis menurut ketenluan hukum yang berlaku
dan dari pendapat beberapa sarjana. Serta menggunakan tipologi penelitian empiris
denpgan melakukan wawancara tersturuktur, Convention on Civil Aviaton signed at
Chicaga 7 December 1944 adalah salah satn kenvensi vang menyanghkut penerbangan
sipil. Sampai saat sekarang Indonesia masih menggunakan konvensi tersebut sebagal
dasar hukum penerbangan di Indonesia. Setelah mendapat izin, wsaha penerbangan,
pemohon telah terdaflar di suatu Negara, Uniuk mendaptkan rute penerbangan
internasional si pemegang hanva mengadakan perjanjian bilateral dengan MNegara lain
yang tzlah menjadi angpota oraganisasi penerbangan sipll internasional (ICAQ) dan telah
melakukan bilateral transport agrrement  akan memadi fute penerbangan internasional.
Dan tidak perlu lagi melakukan pendafitan di Negara tersebut. Karena sesuai denpan
pasal 18 konvensi penerbangan sipil intermasional bahwa pesawat wdara hanya baleh
mempunyai satu tanda pendaftaran, Detailnya sayarat-sayarat yang harvs di peniths oleh
pemohon  menunjukkan  bahwa  pemerintah  tidak  mam-main - peneyelenggaraan
penerbangan di Indonesia vang selalu di tafsir eleh masyarakat awam selama ini



BARI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini dalam perkembangan plobal menuntut negara-negara bisa
melakukan hubungan saty sama lain baik dalam hal ekonomi maupun hubungan
diplomatik antar negara dengan cepat. Penerbangan salah sam pilihan yang cfisien
dalam hal kecepatan melakukan hubunpan bilateral maupun multilateral antar
Negara. Selain dari itu penerbangan sebapai salah sam medal transportasi yang tidak
dapat dipisahkan dari transportasi lain vang ditata dalam sistem transportasi nasional,
yvang dinamis dan mampe mengadaptasi kemajuan dimasa depan, mempunyai
karakteristik yang mampu mencapai tujuan dalam waktu cepat, berteknologt tinga
dan memerlukan tngkat keselamatan tinggi, perlu lebih dikembangkan potensinya
dan ditingkatkan peranannya schagai penpghubung wilayah baik nasional maupun
internasional, sebagal penunjang, pendorong, das pengperak p-amh:t.ngunan nasional

demi peningkatan kesejahteraan rakyat

M dalam penvelenggaraan penerbangan bak nasional maupun internasional
selalu mengacu pada norma-norma hukum nasienal maopun internasional berlaku.
Dalam  Bekwmn udara  intemasional  publik  terdapar Konvensi Chicago 1944
(Cenvertion on farermational Coed Aviafion) yang merupakan peraturan fentang

penerbangan sipil imternasional. Konvensi tersebut menjadi acuan pembuatan hukum



nasional bagi negara angeota Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO),

untuk menjamin keselamatan penwmpang awak pesawal udara maupun barang-

barang yang diangku!, Th samping ite juga merupakan konvensi vang mengatur

kejahatan penerbangan baik berupa pembajakan vdara, sabotase, peledakan bom,

perusakan sarana dan prasarana penerbangan vang harus diperbatikan dalam

L
penvelenggaraan transportas udara

Bagi negara-nepara yang ikut meratifikasi konvensi Chicago 1944 akan

memperaleh hak-hak penerbangan yaitu five freedos of the are antara lain :

1

2

L

Hak untuk terbang melintasi negara lain tanpa melakukan pendaratan

Hak untuk melakukan pendaratan di negara lain untuk keperhun operasional
dan tidak berhak untuk mengambil dan/atau menurunkan cargo dan ¢ atan
penumpang komersil

Hak wntuk mengangkut penumpang, barang, dan pos secara Kamersil dan
negara pendaftar pesawal udara ke negara pihak yang berani lainnya

Hak untuk mengangkut penumpang, barang, dan pos secara komersil dan
negara berjanii lainnya ke negara pesawat udara yang didafiarkan

Hak untuk menganghkut penumpang, barang, dan pos secara komersil dan atau
ke negara ketiga di luar negara vang berjangi. Dengan hak-hak vang dipunyat
suaty negarz (khususnya Indenesia) bisa menvelengearakan penerbangan

internasional, mamun wnuk melaksanakan  hal tersebuwt ada  kewajpiban-

THE Mantona, 1987, Pengantar Mk Udare Masionod dion Sniernesionad fapran

Ferrama, hal vi

“Ibid hal 1213



.

kewajiban yang harus di penuhi untuk dapat menggunakan hak-hak yang di
sehutkan di atas karena telah ada hukum yang di buat untuk menganir hal
terscbut.

Pengaturan tentang penerbangan yaitu Checago Convention 1844 yang dibuat di
tandatangani di Chicago tahun 1944 ini telah dibuat sebelum Indonesia merdeka.
Setelah Indonesia merdeka, Indonesia sadar akan kedaulatan atas wilavah udaranya
dan juga dapat memanfaatkan sebagal salah satu pemasukan sumber pendapat negara
dengan diadakannya nsaha penerbangan. Untuk itu Indonesa meratifikasi konvensi
tersebut dan menjadikan sebagai hukum nasional walau tidak menjadi peserta
pembuat konvensi tersebut.

Dalam konvensi inl menegaskan tentang kedaulatan negara, namun setiap negara
anggota diberikan hak prerogatif untuk menghindar dari konsekuensi kedaulatan
sebagai mana disebut di atas. Konvensi Chicago 1944 sepanjang menyangkut hak
kebebasan penerbangan membedakan antara penerbangan internasional berjadwal
dengan  penerbangan internasional tdak berjadwal. Terlihat pada penerbangan
internasional vang berjadwal harus mempereleh izin terlebib dahulu, Pesawat udara
asing diberi hak wang sama denpan perusahaan pencrbangan nasional dalam
penggunaan fasilitas bandar wdara dan navigasi berlaku terhadap pesawat udara
nasional, pesawat udara asing berjadwal dan tidak berjadwal

Satu tahun belakangan mi tehineng sejak 28 Juni 2008, 51 maskapai penerbangan
Indonesia dinyvatakan dilarang terbang di wilayah tertersal Um Eropa yang

discbabkan Megara-pegara  Uni Fropa menvangsikan  standar keselamatan



penerhangan Indonesia. Pelarangan it merupakan tindakan Negara-nepgara di Uni
Eropa atas kecemasan atas keselamatan warga MNegara mereka,” Pelarangan 1mi
mengharuskan penerbangan [ndonesia untuk membenaht Keselamatan terbang.

Rendahnya persentase  keselamatan vang  dimueliki  maskapal  penerbangan
Indonesia menpakibatkan tngginya angka kecelakaan pesawat terbang di Indonesia
dalam beberapa tahun terakhur inn, Salah satu maskapan di Indonesia dicabut wzinnya
kama telah beberapa kabh mengalami kecelakaan yanpg fatal dan banyak menelan
korban jiwa,

Hal i mengharuskan pemerintah  Indonesia  untuk  membenaht  dunia
penerbangan Indonesia. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan meperketat
persyaratan untuk pemberian sertifikat kelatkvudaraan (Certificates of airworthiness).
Certificates of airworthiness merupakan semifiat vang harus dimiliki dalam sehap
penerbangan baitk pesawat udara st sendim mavpun pilot dan awak pesawat udara

lainnyva vang harus dibawa dalam setiap penerbangan internasional,

Dalam Checage Convention {944 Bab T tentang Kebangsaan Pesawal Terbang
i Mationality Of  Agrcraft)y wvang menviratkan cara mendapatkan  zmin suato
pencrbangan, pasal 17 menyebutkan “dircraft have nationality of the siate in which
they are repistered” Pesawal terabang Barus mempunyal tanda kebangsaan suatu
Mepara dimana pesawat terbang tersebut didaftarkan. Hal i merapakan suatu

kewajiban bag setiap pesawat udara yang kan melakukan kepatan udara,

Y wanw detik com. fea apeed pencaleian lavagn ferfang e erope diakses peda anggal
Apusius 2008, pukul 2300 wils



BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Bedasarkan wraian yang telah dikemukakan sesual dengan judul dan hasil
analisis dari data vang felah penulis dapatkan dan yang telah dibahas pada bab
sehulumnya, dapat ditarik keasimpulan sebagai berikut:

. Konvensi Chikago adalah salah satu konvensi yang menyangkut penerbangan
sipil. Dalam konvensi ini mengharuskan setiap pesawat udara harus didaftarkan
serta harus memilki tanda kebangsaan dimana pesawat di daftarkan {pasal 17
afd pasal 20 konvensi). Dan sampai saat sekarang Indoncsia masih
menggrunakan konvensi tersebut sebapai dasar hukum penerbangan di Indencsia
i dalam konvenst Chicage mengenal adanya penerbangan sipil begadwal dan
penerbangan sipil tidak berjadwal. Dalam setiap penerbangan internasional baik
herjadwal maupun tidak berjadwal harus memenubi persvaratan yang ditetapkan
aleh hubum internasional dalam hal ini adalah konvensi Chicago 1944 sesual
dengan pasal 29 konvensi. International Civil Aviation Crpanization ([CAO)
bertanggung jawab unfuk mengatur peraturan internasional penerbangan sipil.
Pasal 31 menvatakan bahwa "Setiap pesawat terbang yang terlibat dalam
navigasi internasional harus diberitkan denpan Certificate of Airworthiness
berlaku vang dikelwarkan ataw diberikan oleh negara vang lerdafiar” Setiap
pesawat udara yang akan melakukan penerbangan internasional harus

dilengkapi dengan dokuwmen penerbangan yang antara lain adalah

17
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a. Sertifikat pendaftaran dan kebanpgsaan (cemficate of registration)

b. Sertifikat kelavakan udara {centilicate of ar waorthines)

c. Sertifikat kecakapan ( certificate of competency), dil.
Sertifikat-sertifikat tersebul harus  selalu dibawa dalam  setap kegiatan
penerbangan.

Persyaratan  untuk memperoleh  sertifikat kelayakan  oleh  Orpamisasi
Penaerbangan Internasional secara terus menerus di wmbuhkembangkan, Setiap
kapten penerbang internmasional atau awak pesawat udam lainnya yang
melakukan penerbangan intermasional harus selalon dilenpgkap dengan setifikat
kecakapan {certificate of competency), hal ini sesuai dengan yang i sebutkan
dalam pasal 32 huruf (a) konvensi, Namun demikian, Nepara tempat pesawat
udara melakukan penerbangan berahak untuk tidak mengakwm sertifkat yang
dikelyarkan oleh Negara tempat pesawatl widara dhdaltarkan, Hal tm biasanya
dikarenakan babwa standart yvang ditentukan oleh Negara tempat pesawat udara
didalarkan lebih rendah dare yang ditetapkan oleh Organisasi Penerbangan
Tnterbasional {ICAO)

Tidak ada sertifakat kelakan wdara atau sertifikat kecakapan awak pesawat
vang ditandatangani (ensorsed) otomatis dapat berlaku untuk penerbangan
mternasional, kecoalt telah memperoleh persetuyjuan dari Megara tempat
pesawal udara melakuan penerbangan' Pendaftaran pesawat udara atau

peEnggunaan pesawat udara atan sertifikat bagian-bagian pesawat udara tersebut

' Pasal 40 konvensi chicago
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